SALINAN

BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BELITUNG TIMUR,

a. bahwa untuk mewujudkan pusat kesehatan masyarakat yang

efektif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pelayanan
kesehatan tingkat pertama yang bermutu dan
berkesinambungan dengan memperhatikan keselamatan pasien
dan masyarakat, dibutuhkan pengaturan organisasi dan tata
hubungan kerja pusat kesehatan masyarakat;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Belitung Timur;

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,
Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di
Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);



Menetapkan

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

\

|
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tenta‘ng Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perlubahan atas
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomoir 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6402);

|
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun ?017 tentang
Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Repubhk Indonesia
Tahun 2017 Nomor 451);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang
Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Repubhk Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1335);

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daeraﬂ Kabupaten
Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagalmana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupéten Belitung
Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemb ntukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur
(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur ‘Tahun 2020
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung

Timur Nomor 80); |

Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun
2016 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati  Belitung Timur Nomor 58 Tahun 2i017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45
Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, ’I‘ugas,| Fungsi Dan
Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung

Timur Tahun 2017 Nomor 58); 1

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT iKESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BELITUNG
TIMUR.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1




10.

11.

(1)

(2)

Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
Bupati adalah Bupati Belitung Timur.

Dinas adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur.

Pusat Kesehatan Masyarakat
Puskesmas adalah fasilitas
menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat
kesehatan perseorangan tingkat pertama,
mengutamakan upaya promotif dan preventif
kerjanya.

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat
organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis
dan/atau teknis penunjang pada Dinas Daerah.

yang

selanjutnya
pelayanan kesehatan yang

dengan

disebut

dan upaya
lebih
di wilayah
UPT adalah
operasional

Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya dlsmgkat UKM

adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan m
kesehatan serta mencegah dan menanggulangi
masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, ke

eningkatkan
timbulnya
lompok dan

masyarakat.

Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP
adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan
pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan,
pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan
akibat penyakit dan memulihkan keseshatan perseorangan.
Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri
dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau
keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang
untuk jenis tertenti memerlukan kewenangan untuk melakukan
upaya kerjasama. ’

Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan keschatan yang
sederhana dan Dberfungsi menunjang dan | membantu
melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas
dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil, jenis dan
kompetensi pelayanan disesuaikan dengan kemampuan tenaga
dan sarana yang tersedia serta bertanggung Jawab kepada
Kepala UPTD.

Sistem Informasi Puskesmas adalah suatu tatanan yang
menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan
keputusan dalam melaksanakan manajemen Puskesmas untuk
mencapai sasaran kegiatannya.

BAB 11
KEDUDUKAN DAN ORGANISASI

Pasal 2

Puskesmas adalah unit organisasi yang bersifat fungsional dan
unit layanan yang bekerja secara profesional.

Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan
sebagai unit pelaksana teknis yang berada di| bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.




Pasal 3

|

(1) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

(1)

(2)

Puskesmas Manggar;
Puskesmas Kelapa Kampit;
Puskesmas Mengkubang;
Puskesmas Gantung;
Puskesmas Simpang Pesak;
Puskesmas Renggiang; dan
Puskesmas Dendang.
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Pasal 4

Organisasi Puskesmas paling sedikit terdiri atas:
a. Kepala Puskesmas;

b. Kepala Tata Usaha; dan

c. Penanggung Jawab.

Bagan Susunan Organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Puskesmas

Pasal 5

Kepala Puskesmas merupakan penanggung jawab atas seluruh

penyelenggaraan kegiatan di Puskesmas, pembinaan

kepegawaian

disatuan kerjanya, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan

bangunan, prasarana dan peralatan.

(1)

(2)

(3)

Bagian Kedua
Tata Usaha

Pasal 6

Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf
b, dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha berkedudukan di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas.

Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pad
membawahi beberapa kegiatan yaitu tim Manajemen

a ayat (1)
Puskesmas,

Sistem Informasi Puskesmas, kepegawaian, rumah tangga, dan

keuangan.

Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: |
a. membantu penyusunan rencana kerja Puskesmas;
b. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan Puskesmas;
c. pelaksanaan adminisrasi umum dan kepegawaian;,
d. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan rumah
e. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;

tangga;



(1)

(2)

3)

(4)

(5)

6)

T

f. pengkoordinasian dan sinkronisasi penyelenggaraan UKM dan
UKP Puskesmas; 1

g. pengkoordinasian pengumpulan laporan hasil kegiatan
Puskesmas; dan

h. penyusunan laporan kinerja Puskesmas. |

Bagian Ketiga :
Penanggung Jawab

Pasal 7

Penanggung Jawab UKM esensial dan keperawatap kesehatan
masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf
¢, yang membawabhi:

pelayanan promosi kesehatan;

pelayanan kesehatan lingkungan;

pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM

pelayanan gizi yang bersifat UKM; dan ‘

pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit.

op0 oD

Penanggung Jawab UKM Pengembangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, yang membawabhi :
pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
pelayanan kesehatan olahraga;

pelayanan kesehatan kerja; dan

pelayanan kesehatan lainnya.

PR T

Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, yang
membawabhi:

pelayanan pemeriksaan umum;
pelayanan kesehatan gigi dan mulut; ‘
pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP;
pelayanan gawat darurat;
pelayanan gizi yang bersifat UKP;
pelayanan persa]inan

pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyed1akan
pelayanan rawat inap;

pelayanan kefarmasian; dan

pelayanan laboratorium. i
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Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam| Pasal 4 ayat
(1) huruf c, yang membawahi: |

a. Puskesmas Pembantu; !

b. Puskesmas Keliling;

c. Praktik Bidan Desa; dan i

d. Jejaring Puskemas. ;

Penanggung Jawab Pelayanan Puskesmas dan JejaTng Fasilitas

Penanggung Jawab bangunan, prasarana dan peralatan

Puskesmas. ‘

Penanggung Jawab Mutu.




(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

©)

(7)

(8)

(1)

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam
jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai
dengan bidang keahliannya.

Jenis, jenjang dan jumlah kebutuhan _]abatan fungsional
ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan kebutuhan
beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Hubungan kerja antara Puskesmas dengan Dinas bersifat
pembinaan.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Dinas kepada Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis yang
memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi
pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah.

Selain memiliki hubungan kerja dengan Dinas, Puskesmas
memiliki hubungan kerja dengan rumah sakit, serta Fasilitas
Pelayanan Kesehatan lain, upaya kesehatan bersumberdaya
masyarakat dan lintas sektor lainnya diwilayah kerjanya sebagai
jejaring Puskesmas. |

Hubungan kerja antara Puskesmas dengan rumah s.[akit, bersifat
koordinasi dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.

Hubungan kerja antara Puskesmas dengan Fasilitatis Pelayanan
Kesehatan lain dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat
bersifat pembinaan,koordinasi, dan/atau rujukan di bidang
upaya kesehatan. ‘

Hubungan kerja antara Puskesmas dengan lintas sektor terkait
lainnya sebagai jejaring bersifat koordinasi di b1dang upaya
kesehatan. |

Unit Kerja di lingkungan Puskesmas dalam mélaksanakan
tugasnya wajib menerapkan prinsip koordma31 integrasi,
sinkronisasi, dan simplikasi. ’

Setiap pegawai di lingkungan Puskesmas melakukan hubungan
kerja sama secara hierarki dan/atau fungsional se%um dengan
struktur dan jenjang berdasarkan aturan dan etika baik vertikal
maupun horizontal.
Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 10
Pertanggungjawaban penyelenggaraan Puskesmas dilaksanakan

melalui laporan kinerja yang disampaikan kepada Kepala Dinas
secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.




(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

Laporan Kinerja memuat data dan informasi tentang pencapaian
pelaksanaan pelayanan kesehatan dan manajemen Huskesmas.

Selain laporan kinerja sebagaimana pada ayat (li Puskesmas
mempunyai kewajiban memberikan laporan lain melalui sistem
informasi Puskesmas.

Kepala Puskesmas wajib menyampaikan rencana kerja kepada
Kepala Dinas.

Kepala Tata Usaha dan Penanggung Jawab wajib |memberikan
laporan tentang pelaksanaan tugasnya kepada Kepala
Puskesmas.

Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya
berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Kepala Puskesmas diangkat dan diberhentikan 'oleh Bupati
melalui mekanisme Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

Kepala Puskesmas dijabat oleh pejabat fungsional kesehatan
yang diberi tugas tambahan.

Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi persyaratan:
a. berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;
b. memiliki pendidikan bidang kesehatan paling rendah sarjana
S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat);
c. pernah paling rendah menduduki jabatan fungsional tenaga
kesehatan jenjang ahli pertama paling sedikit 2 (dua) tahun;
d. memiliki kemampuan manajemen di bidang kesehatan
masyarakat;
e. masa kerja di Puskesmas minimal 2 (dua) tahun; dan
f. telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.

Kepala Tata Usaha yaitu tenaga kesehatan yang diberikan tugas
tambahan dengan pendidikan paling rendah Diploma III yang
memahami administrasi keuangan dan sistem informasi
kesehatan.

Kepala Tata Usaha dan Penanggung Jawab merupa‘ikan jabatan
non struktural dan ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.

BAB VI
PEMBIAYAAN t

Pasal 12 '

Pembiayaan kegiatan UPT Puskesmas berasal dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Penqapatan dan
Belanja Negara, serta penerimaan sumber lain yang sah.

Tata cara pengelolaan keuangan UPT Puskesmas merupakan
bagian dari pengelolaan keuangan Dinas dan/ata | pengelolaan
keuangan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang diatur lebiq lanjut oleh
Bupati. 1



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Nomor 37 Tahun 2017 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas
Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur
Tahun 2017 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 37 Tahun 2017 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur
Tahun 2018 Nomor 58), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd
BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd
IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 1

Salinan_sesuai flengan aslinya

Y
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PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS
KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN BELITUNG TIMUR

LAMPIRAN :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KEPALA PUSKESMAS

PENANGGUNG JAWAB

Salinan sesu gan aslinya
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BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd

BURHANUDIN



